GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dibutuhkan optimalisasi pelaksanaan urusan
pemerintahan oleh perangkat daerah sebagai unsur
pembantu pemerintahan daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan
fungsi perangkat daerah perlu dilakukan
penyesuaian terhadap rumah sakit daerah sebagai
organisasi bersifat khusus, dan penyesuaian
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah lainnya yang telah dilakukan reorganisasi dan
terdampak refocussing kegiatan dan realokasi

anggaran;

bahwa pengaturan mengenai perangkat daerah
sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
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2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan

perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
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Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD
di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit
organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara

profesional.

Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang

kepegawaian.

Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.

2. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni

Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1) Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan

barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan.

(2) Pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang

kepegawaian rumah sakit Daerah.

(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan
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barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rumah sakit Daerah yang

sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan dan tata

kerja UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 diubah dan

ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 16

Kelembagaan rumah sakit Daerah yang ada saat ini tetap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan
Gubernur tentang UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah sebagai
jabatan struktural, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan
Gubernur tentang UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPTD yang baru.
Pengisian jabatan Perangkat Daerah yang mengalami perubahan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan
Gubernur terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2020 dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengisian jabatan Rumah Sakit Daerah yang mengalami
perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan.
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5. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat ;

d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi;

e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Pariaman;

f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof.

HB. Saanin Padang ;
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g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; dan

j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Status
Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru menjadi Rumah Sakit Paru

Provinsi Sumatera Barat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Pasal 18 dihapus.
Pasal 1I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd
MAHYELDI
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT: (2-100/2021);
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintahan Daerah sehingga
telah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah
berdasarkan beban kerja, kebutuhan dan target kinerja yang kemudian
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam perjalanannya terdapat dinamika dimana proses perubahan
terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan perubahan terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga dalam Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2019 belum mengakomodir substansi Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya

terkait dengan kelembagaan rumah sakit Daerah.

Rumah sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang
mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks,

memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan
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pelayanan kesehatan. Pengaturan rumah sakit Daerah dalam Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin
terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat
otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada

penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan
penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan
Covid-19. Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran tersebut
mengakibatkan anggaran yang awalnya direncanakan akan digunakan
untuk reorganisasi sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 dialihkan guna penanganan Covid-
19, sehingga pengisian jabatan Perangkat Daerah yang mengalami
perubahan sebagai amanah dari Pasal 16 ayat (4) dari Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2020.

Dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja pelayanan yang diberikan
oleh rumah sakit Daerah serta guna efektifitas pelaksanaan penataan
kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun
2019 pasca refocussing kegiatan dan realokasi anggaran pada APBD 2020
dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 yang mana dalam Peraturan Daerah
ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus

yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi
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dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian, serta dilakukan juga penyesuaian terhadap status jabatan
Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan struktural yang berdasarkan
ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau
dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu juga dilakukan
penghapusan Pasal terkait batas waktu pengisian jabatan serta
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami

perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
191



